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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang 
Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap terus 
bekerja dan berkarya produktif. Tentu atas kekuatanNYA kami dapat menyusun 
“Buku Panduan Pengawasan Melekat (waskat)”. 

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instansi Pemerintah 
diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka dan akuntabel kepada 
publik maupun stakeholder. Keterbukaan informasi merupakan pondasi dalam 
membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan, 
sebagai wujud nyata dari proses demokratisasi. 

Buku panduan ini disusun secara sederhana sebagai upaya 
mempermudah bagi  Pegawai Negeri Sipil dalam memahami Peraturan Disiplin 
Pegawai yang diimplementasikan berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 serta Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 sebagai petunjuk 
pelaksanaannya yang sangat padat secara substansi. Berkenaan dengan hal 
tersebut, ada motivasi yang kuat dari kami untuk mencoba meringkasnya 
kedalam sistem yang lebih simpel yakni dalam bentuk tabulasi, matrik, serta flow 
chart yang sederhana dengan tujuan untuk membantu dalam memahami serta 
menerapkan peraturan mengenai disiplin PNS tersebut. 

Kami menyadari bahwa buku yang disusun ini tentunya masih sangat jauh 
dari ideal dan sempurna, untuk itu beragam saran dan perbaikan yang sifatnya 
membangun sangat dibutuhkan, demi kebaikan dan kepentingan kita bersama 
dalam upaya menerapkan pengawasan melekat (waskat) yang berdasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. 

Akhirnya harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca 
serta dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja. 

Sekian dan terimakasih. 

Denpasar, 19 Juni 2017 
 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 

 
 
 
 
 
 

Drs. I Ketut Mister, M.M 
Pembina Utama Muda  
NIP. 195812311982031368 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

RANGKUMAN TENTANG PENGAWASAN MELEKAT 

 

KETENTUAN UMUM 

 

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang 
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan 
oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif 
atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut 
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam hal ini ditekankan tentang pentingnya pengawasan yang 
dilakukan oleh pimpinan dalam satuan kerja/unit organisasi 
terhadap bawahannya karena atasan yang lebih tahu situasi di 
lingkup kerja. Adanya penurunan disiplin kerja PNS dan 
pelanggaran-pelanggaran disiplin PNS semenjak dini dapat 
dikurangi bahkan dapat dicegah. 

- Pengawasan melekat sangat diperlukan untuk mencapai disiplin 
yang tinggi karena sorotan dan kritikan transparan datang 
bukan saja dari pegawai tetapi juga dari masyarakat yang selalu 
menyoroti tingkah laku dan kinerja PNS. Kinerja yang baik dari 
pegawai mencerminkan performance yang baik pula dari suatu 
organisasi. Kinerja yang baik dikarenakan adanya kemampuan 
pimpinan untuk mencapainya, pimpinan terus menerus 
memberikan semangat, pengarahan, bimbingan dan dorongan 
bagi bawahan. 

- Pengawasan melekat (waskat) dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 bahwa persoalan regulasi efektivitas 
pengawasan melekat dapat dilihat dalam PP Nomor 53 Tahun 
2010 tentang pengawasan PNS dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 pada Bab II tentang 
kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan dalam 
pasal 3 dan pasal 4, mengenai larangan bagi PNS. Kedua pasal 
tersebut yaitu pasal 3 dan pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 
merupakan bentuk dari pengawasan. Selain itu dalam 
Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai hukuman 
disiplin, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, dapat 
dilihat pada pasal 5, 7, 8, 11, 12, dan pasal 13. Dalam 
Peraturan Pemerintah ini secara tersirat telah diatur sistem 
pengawasan melekat (atasan langsung) secara struktural 
sehingga sistem pengendalian pengawasan itu tergantung pada 
individu dan sistem organisasi yang dijalankan. Sehingga 
persoalan efektifitas pengawasan melekat pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak terletak pada 
permasalahan regulasinya, tetapi terletak pada individu (atasan 
langsung) dan sistem pengendalian organisasinya. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur secara rigid 
(tegas) persoalan pengawasan melekat. 



 2 

1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

 
RANGKUMAN 

PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

KETENTUAN UMUM 

 

- Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan 

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin. 

- Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau 

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

- Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 

PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 

- Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh 

oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang 

dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 

administratif. 

- Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh 

PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang 

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum 

kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

- Banding administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak 

puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang 

dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada 

Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
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TINGKAT DAN JENIS HUKUM DISIPLIN 

 

1. Hukum disiplin ringan terdiri dari : 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

 

2. Hukum disiplin sedang terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 

setahun 

 

3. Hukum disiplin berat  terdiri dari : 

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 

tahun 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah  

c. Pembebasan dari jabatan  

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri sebagai PNS 

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
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No. 

Kewajiban 
(Pasal 3) 

Hukum Disiplin  

Ringan  Sedang Berat  

1 Mengucapkan 
sumpah/janji PNS 

- Apabila 
pelanggaran 
dilakukan 
tanpa alasan 
yang sah 

- 

2 Mengucapkan 
sumpah/janji 
jabatan 

- Apabila 
pelanggaran 
dilakukan 
tanpa alasan 
yang sah 

- 

3 Setia dan taat 
sepenuhnya   
kepada Pancasila, 
Undang-Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia, 
dan Pemerintah 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersang 
kutan  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 

4 Menaati segala 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersangkuta
n  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 

5 Melakukan tugas 
kedinasan yang 
dipercaya kepada 
PNS dengan 
penuh 
pengabdian, 
kesadaran, dan 
tanggung jawab 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersang 
kutan  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 

6 Menjunjung tinggi 
kehormatan 
negara, 
pemerintah, dan 
martabat PNS 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi 
yang 
bersang 
kutan  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau Negara 

7 Mengutamakan 
kepentingan 
negara daripada 
kepentingan 
sendiri, 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 



 5 

No. 

Kewajiban 
(Pasal 3) 

Hukum Disiplin  

Ringan  Sedang Berat  

seseorang, 
dan/atau golongan  

yang 
bersang 
kutan  

dan/atau 
Negara 

8 Memegang 
rahasia jabatan 
yang menurut 
sifatnya atau 
menurut perintah 
harus 
dirahasiakan 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi 
yang 
bersangkut
an  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau Negara 

9 Bekerja dengan 
jujur,tertib, cermat 
dan bersemangat 
untuk kepentingan 
negara 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi 
yang 
bersang 
kutan  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau Negara 

10 Melaporkan 
dengan segera 
kepada atasanya 
apabila 
mengetahui ada 
hal yang dapat 
membahayakan 
atau merugikan 
negara terutama 
di bidang 
keamanan, 
keuangan, dan 
materil 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersang 
kutan  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 

11 Masuk kerja dan 
menaati ketentuan 
jam kerja  

   

  PNS yang tidak 
masuk kerja 
tanpa alasan 
yang sah selama 
5 hari kerja 
 

Teguran 
lisan 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  6-10 hari kerja 
 11-15 hari kerja 
 

Teguran 
tertulis 
Pernyataan 
tidak puas 
secara 
tertulis 

  

  16-20 hari kerja 
 

 Penundaan 
KGB selama 

 



 6 

No. 

Kewajiban 
(Pasal 3) 

Hukum Disiplin  

Ringan  Sedang Berat  

1 thn 

  21-25 hari kerja  
 

 Penundaan 
KP selama 1 
thn 

 

  26-30 hari kerja 
 

 Penurunan 
pangkat 
setingkat 
lebih rendah 
selama 1 thn 
 
 

 

  31-35 hari kerja   Penurunan 
pangkat 
setingkat lebih 
rendah selama 
3 thn 

  36-40 hari kerja   Pemindahan 
dalam rangka 
penurunan 
jabatan lebih 
rendah 

  41-45 hari kerja 
 

  Pembebasan 
dari jabatan 

  Lebih dari 46 
hari kerja 

 

  Pemberhentian 
dengan hormat 
tidak atas 
permintaan 
sendiri atau 
pemberhentian 
tidak dengan 
hormat sebgai 
PNS 

Penghitungan kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dihitung secara 
komulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. 

12 Mencapai sasaran 
kerja pegawai 
yang ditetapkan 

 Bila capaian 
sasaran kerja 
pada akhir 
tahun hanya 
mencapai 25 
s/d 50 % 

Bila capaian 
sasaran kerja 
pada akhir 
tahun kurang 
dari 25 % 

13 Menggunakan dan 
memelihara 
barang-barang 
milik negara 
dengan sebaik-

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
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No. 

Kewajiban 
(Pasal 3) 

Hukum Disiplin  

Ringan  Sedang Berat  

baiknya yang 
bersangkut
an  

dan/atau Negara 

14 Memberikan 
pelayanan sebaik-
baiknya kepada 
masyarakat 

Sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundangan 

Sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundangan 

Sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundangan 

15 Membimbing 
bawahan dalam 
melaksanakan 
tugas 

Apabila 
pelanggaran 
dilakukan 
dengan tidak 
sengaja 

Apabila 
pelanggaran 
dilakukan 
dengan 
sengaja 

 

16 Memberikan 
kesempatan kepada 
bawahan untuk 
mengembangkan 
karier dan 

Apabila 
pelanggaran 
dilakukan 
dengan tidak 
sengaja 

Apabila 
pelanggaran 
dilakukan 
dengan 
sengaja 

 

17 Menaati peraturan 
kedinasan yang 
ditetapkan oleh 
pejabat yang 
berwenang 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi 
yang 
bersang 
kutan  

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 
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PELANGGARAN LARANGAN 

No. 
Larangan Hukum Disiplin  

(pasal 4) Ringan  Ringan  Ringan  

1 Menyalahgunakan 
wewenang 

- - √ 

2 Menjadi peraturan 
untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi 
dan/atau orang lain 
dengan 
menggunakan 
kewenangan orang 
lain 

- - √ 

3 Tanpa izin 
pemerintah menjadi 
pegawai atau bekerja 
untuk negara lain 
dan/atau lembaga 
atau organisasi 
internasional 

- - √ 

4 Bekerja pada 
perusahaan asing, 
konsultan asing, atau 
LSM asing 

- - √ 

5 Memiliki, menjual, 
membeli, 
menggadaikan, 
menyewakan atau 
meminjamkan 
barang-barang baik 
bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen 
atau surat berharga 
milik negara secara 
tidak sah 

Apabila 
pelang-
garan 
berdam-pak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggan- ran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersang- 
kutan  

Apabila 
pelang-garan 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 

6 Melakukan kegiatan 
bersama dengan 
atasan, teman 
sejawat, bawahan 
atau orang lain di 
dalam ataudiluar 
lingkungan kerjanya 
dengan tujuan untuk 
keuntungan pribadi, 
golongan atau pihak 
lain yang secara tidak 
langsung merugikan 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersangkutan  

Apabila 
pelang-garan 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 
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No. 
Larangan Hukum Disiplin  

(pasal 4) Ringan  Ringan  Ringan  

negara 

7 Memberi atau 
menyanggupi akan 
memberi sesuatu 
kepada siapapun 
baik secara langsung 
atau tidak langsung 
dengan dalih apapun 
untuk diangkat dalam 
jabatan 
 

- - √ 

8 Menerima hadiah 
atau suatu pemberian 
apa saja dari 
siapapun juga yang 
berhubungan dengan 
jabatan dan/atau 
pekerjaanya 

- - √ 

9 Bertindak sewenang-
wenang pada 
bawahanya 

Bila dilakukan 
tanpa 
sengaja 

Bila dilakukan 
dengan 
sengaja 

- 

10 Melakukan suatu 
tindakan atau tidak 
melakukan suatu 
tindakan yang dapat 
menghalangi atau 
mempersulit salah 
satu pihak yang 
dilayani sehingga 
mengakibatkan 
kerugian bagi yang 
dilayani 

Sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Sesuai 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

11 Menghalangi 
berjalannya tugas 
kedinasan 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
unit kerja 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
instansi yang 
bersang kutan  
 
 
 
 
 
 
 

Apabila 
pelanggaran 
berdampak 
negatif pada 
pemerintah 
dan/atau 
Negara 
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No. 
Larangan Hukum Disiplin  

(pasal 4) Ringan  Ringan  Ringan  

12 Memberi dukungan 
calon Presiden/Wakil 
Presiden, DPR,DPD 
atau DPRD dengan 
cara  

   

 a. Ikut serta sebagai 
pelaksana 
kampanye 

- √ - 

 b. Menjadi peserta 
kampanye dengan 
menggunakan 
atribut partai atau 
atribut PNS 

- √ - 

 c. Sebagai peserta 
kampanye PNS lain 

- √ - 

 d. Sebagai peserta 
kampanye dengan 
menggunakan 
fasilitas negara 

- - √ 

13 Memberikan 
dukungan kepada 
Calon Presiden atau 
Wakil Presiden 
dengan cara : 

   

 a. Membuat keputusan 
dan/atau tindakan 
yang 
menguntungkan/me
rugikan salah satu 
pasangan calon 
selama masa 
kampanye, dan/atau 

- - √ 

 b. Mengadakan 
kegiatan yang 
mengarah kepada 
keberpihakan 
terhadap pasangan 
calon yang menjadi 
peserta pemilu 
sebelum, selama 
dan sesudah masa 
kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, 
himbauan, seruan 
atau pemberian 
barang kepada PNS 

- √ - 
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No. 
Larangan Hukum Disiplin  

(pasal 4) Ringan  Ringan  Ringan  

dalam lingkungan 
unit kerja, anggota 
keluarga dan 
masyarakat 

14 Memberikan 
dukungan kepada 
calon anggota DPD 
atau Calon Kepala 
Daerah ATAU Wakil 
Kepala Daerah 
dengan cara 
memberikan surat 
dukungan disertai 
foto copy KTP atau 
surat keterangan 
tanda penduduk 
sesuai peraturan 
perundangan, 

- √ - 

15 Memberikan 
dukungan kepada 
Calon Kepala/Wakil 
Kepala Daerah 
dengan cara : 

   

 a. Terlibat dalam 
kegiatan kampanye 
untuk mendukung 
calon Kepala/Wakil 
Kepala Daerah 

- √ - 

 b. Menggunakan 
fasilitas yang terkait 
jabatan dalam 
kegiatan kampanye  

- - √ 

 c. Membuat keputusan 
dan/atau tindakan 
yang 
menguntungkan 
atau merugikan 
salah satu 
pasangan calon 
selama masa 
kampanye, dan/atau 

- - √ 

 d. Mengadakan 
kegiatan yang 
berpengaruh 
kepada 
keberpihakan 

- √ - 
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No. 
Larangan Hukum Disiplin  

(pasal 4) Ringan  Ringan  Ringan  

terhadap pasangan 
calon yang menjadi 
peserta pemilu 
sebelu, selama dan 
sesudah masa 
kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, 
himbauan seruan 
atau pemberian 
barang kepada PNS 
dalam lingkungan 
unit keluarga, 
anggota keluarga 
dan masyarakat 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA 

DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA 

1. Kewajiban Masuk Kerja: 

 Yang dimaksud dengan kewajiban masuk kerja 

adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan 

tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja yang 

berlaku serta tidak berada ditempat umum bukan 

karena dinas. 

 Jumlah ketidakhadiran kerja dihitung secara 

kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, 

maksudnya pelanggaran yang dilakukan dihitung 

mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 

pada tahun yang bersangkutan. 

 

2. Ketentuan Jam Kerja: 

 Ketentuan jam kerja PNS selama 1 minggu berjumlah 

37.5 jam, dan operasionalisasinya dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi kerja dilingkungan unit 

kerja masing- masing. 

 Keterlambatan jam masuk kerja dan/atau pulang lebih 

awal dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7.5 jam 

sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
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KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  

PRESIDEN 

No 
Pejabat yang 
berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

1 Prsiden Eselon I dan 
jabatan lain yang 
pengangkatan/ 
pemberhentiannya 
menjadi wewenang 
presiden 

Hukuman Disiplin 
Berat huruf (b), 
(c), (d) dan (e) 

  Usulan diajukan Pejabat Pembinaan 
Kepegawaian (PPK) 

 

Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat (PPK Pusat) 

No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

1 PPK 
Pusat  

a. PNS yang 
menduduki 
Jabatan  

 

  - Eselon I di 
lingkungannya  

Hudis Ringan, Hudis 
Sedang, Hudis 
Berat huruf (a) 

  - Fungsi tertentu 
jenjang utama 

Hudis Ringan, Hudis 
Sedang, Hudis 
Berat 

  - Fungsional umum 
golongan IV/d, 
IV/e 

Hudis Ringan, Hudis 
Sedang, Hudis 
Berat huruf (a), (d) 
dan (e) 

  - Eselon II dan 
fungsional tertentu 
jenjang Madya dan 
Penyelia  
 

Hudis Sedang dan 
Berat 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

  - Eselon II dan yang 
setara di 
bawahnya dan 
bertanggung 
jawab pada PPK 

Hudis Ringan, Hudis 
Sedang, Hudis 
Berat  

  - Fungsional umum 
golongan ruang 
IV/a, IV/b dan IV/c 

Hudis sedang dan 
berat huruf (a), (d) 
dan (e) 

  - Struktur Eselon III 
ke bawah, 
fungsional tertentu 
jenjang muda dan 
penyelia ke bawah 

Hudis sedang huruf 
(c) dan Berat 

  - Fungsional umum 
III/d ke bawah 

Hudis sedang (a), 
(b) 

  b. PNS yang 
dipekerjakan di 
lingkungannya  

 

  - Eselon I Hudis Ringan 

  - Fungsional tertentu 
jenjang utama 

Hudis Ringan dan 
Berat(b),(c) 

  - Fungsional Umum 
IV/d dan IV/e 

Hudis Ringan 

  - Eselon II ke bawah 
dan fungsional 
tertentu jenjang 
Madya dan 
Penyelia ke bawah 

Hudis berat huruf (b) 
dan (c) 

  c. PNS yang 
diperbantukan di 
lingkungannya 
yang menduduki 
jabatan  

 

  - Eselon I Hudis Ringan, 
Sedang dan Berat 
(a) 

  - Fungsional tertentu 
jenjang Utama  

Hudis Ringan, 
sedang dan berat 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

(a), (b) dan (c) 

  - Fungsional umum 
golongan ruang 
IV/d dan IV/e 

Hudis Ringan, 
Sedang dan Berat 
(a) 

  - Eselon II dan 
fungsional tertentu 
jenjang Madya 

Hudis Sedang dan 
Berat huruf (a), (b) 
dan (c) 

  - Fungsional umum 
IV/a, IV/b dan IV/c 

Hudis Sedang dan 
Berat huruf (a) 

  - Eselon II ke bawah 
dan fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan Penyelia 
ke bawah 

Hudis Sedang dan 
Berat huruf (a), (b) 
dan (c) 

  - Fungsional umum 
II/d ke bawah 

Hudis Sedang (c) 
dan Berat huruf (a) 

  d. PNS yang 
dipekerjakan ke 
luar instansi induk 
yang menduduki 
jabatan  

 

  - Eselon I  Hudis Sedang dan 
Berat huruf (a) 

  - Eselon II ke bawah 
dan fungsional 
tertentu jenjang 
utama ke bawah 

Hudis Sedang dan 
Berat huruf (a), (d), 
(e) 

  - Fungsional umum 
golongan ruangan 
IV/e ke bawah 

 

  e. PNS diperbantukan 
Eselon II ke bawah 
dan jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Utama ke 
bawah dan jabatan 
fungsional umm 
golongan ruang 
IV/e ke bawah 

Hudis Berat (d) dan 
(e) 

  f.  PNS dipekerjakan/ 
diperbantuk pada 
perwakilan RI di 
luar negeri 
 

Hudis Sedang dan 
Berat huruf (a), (d) 
dan (e) 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

  g. PNS dipekerjakan/ 
diperbantukan  
pada negeri lain 
atau badan 
internasional atau 
tugas luar negeri 

Hudis Ringan, 
Sedang dan Berat 
huruf (a), (d) dan (e) 

2 Eselon I 
dan 
Pejabat 
yang 
setara  

A.1. Eselon II, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Madya, 
Fungsional 
Umum golongan 
ruang IV/a s/d 
IV/c 

Hudis Ringan 

  A.2. Eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan Pe-
nyelia, Fungsi 
umum golongan 
ruang III/b s/d 
III/d 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 

  B.  PNS yang 
dipekerjakan/ 
diperbantukan di 
lingkungannya 
jabatan Eselon II, 
fungsional 
tertentu jenjang 
madya, 
fungsional umum 
golongan ruang 
IV/a s/d IV/c   

Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
jabatan Eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
muda dan 
penyelia, 
fungsional Umum 
III/b s/d III/d 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

 

3 Eselon II 
dan 
Pejabat 
yang 
setera  

A.1.Eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, 
fungsional umum 
golongan ruang 
III/c dan III/d 

Hudis Ringan 

  A.2. Eselon IV, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksanaan 
Lanjutan, 
Fungsional  
Umum golongan 
ruang II/c s/d III/b 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 

  B. PNS 
dipekerjakan/ 
diperbantukan 
jabatan Eselon 
III, fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, jabatan 
fungsional umum 
III/c s/d III/d 

Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
Eselon IV, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksana 
Lanjutan, jabatan 
fungsional umum 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

golongan ruang 
II/c s/d III/b 

4 Eselon II 
yang 
atasan 
langsung 
PPK dan 
Eselon I 
yang 
bukan 
PPK 

A.1.Eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, 
fungsional umum 
golongan ruang 
III/c dan III/d 

Hudis Ringan 

  A.2.Eselon IV, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksanaan 
Lanjutan, 
Fungsional  
Umum golongan 
ruang II/c s/d III/b 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 

  B. PNS 
dipekerjakan/ 
diperbantukan 
jbabatan Eselon 
III, fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, jabatan 
fungsional umum 
III/c s/d III/d 

Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
Eselon IV, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksana 
Lanjutan, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
II/c s/d III/b 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 



 20 

No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

5 Eselon III 
dan 
Pejabat 
yang 
setara 

A.1.Eselon IV, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksanaan 
Lanjutan, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
II/c s/d III/d 

Hudis Ringan 

  A.2. Eselon V, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksanaan dan 
Pelaksanaan 
Pemula, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
II/c s/d III/b 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 

  B.  PNS 
dipekerjakan/ 
diperbantukan 
Eselon IV, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksanaan 
Lanjutan, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
II/C s/d IIIb 

Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
Eselon V, jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

II/a s/d II/b 

6 Eselon IV 
dan 
Pejabat 
yang 
setara 

A.1.  Eselon V, 
jabatan 
fungsional 
tertentu Jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula 

Hudis Ringan 

  A.2. Jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/a s/d, 
II/b jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

 

Hudis Sedang (a) 
dan (b) 

  B.  PNS 
dipekerjakan / 
diperbantukan 
Eselon V, jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
II/a s/d II/d 

- - Hudis Ringan 
 

  C.  PNS 
diperbantukan, 
jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
I/d s/d I/d 

 
 
 

- Hudis Sedang (a) 
dan (b) 
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No 

Pejabat 
yang 

berwenang 
menhukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS /Pejabat Tingkat/Jenis 

7. Eselon V 
dan 
Pejabat 
yang 
setara 

A. Jabatan 
fungsional 
tertentu I/a s/d 
I/d 

- Hudis Ringan 

 B. PNS 
dipekerjakan / 
diperbantukan 
jabatan 
fungsional 
tertentu I/a s/d 
I/d 

- Hudis Ringan 

 

Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri 

No. Pejabat yang 

berwenang 

menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi PNS/Pejabat Tingkat / Jenis 

1 Kepala 

Perwakilan 

RI 

PNS 

dipekerjakan/ 

diperbantukan 

pada perwakilan 

RI di luar negeri 

Hudis Ringan 

dan Berat (b) 

dan (c) 

Usul diajukan Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK) 
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Instansi Daerah Provinsi 

No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

1 PPK Daerah 
Provinsi 

a. PNS yang 
menduduki 
jabatan 

 

  - Eselon I di 
lingkungannya 

- Hudis Ringan,         
Hudis 
Sedang, 
Hudis Berat 
huruf  (a) 

  - Fungsional 
tertentu jenjang 
utama 

- Hudis Ringan, 
Hudis 
Sedang, 
Hudis Berat 

  - Fungsional 
umum golongan 
IV/d, IV/e 

- Hudis Ringan, 
Hudis 
Sedang, 
Hudis Berat 
huruf (a), (d) 
dan (e) 

  - Eselon II dan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Madya  dan 
Penyelia 

- Fungsional 
umum golongan 
IV/a, IV/b dan 
IV/c 

- Hudis Sedang 
dan Berat 
 
 

- Hudis Sedang 
dan Berat 
huruf-huruf 
(a), (d) dan (e) 

  - Struktural 
Eselon III ke 
bawah, 
Fungsional 
Tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia ke 
bawah 

- Hudis Sedang 
huruf (c) dan 
Berat 
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

  - Fungsional 
umum III/d ke 
bawah 

- Hudis Sedang 
huruf (c) dan 
Berat (a), (d) 
dan (e) 

  b. PNS yang 
dipekerjakan di 
lingkungannya 

 

  - Eselon I - Hudis Ringan 

  - Fungsional 
tertentu jenjang 
utama 

- Hudis Ringan 
dan Berat (b), 
(c) 

  - Fungsional 
umum IV/d dan 
IV/e 

- Hudis Ringan  

  - Eselon II ke 
bawah dan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Madya dan 
Penyelia ke 
bawah 

- Hudis Berat 
huruf (b) dan 
(c) 

  c. PNS yang 
diperbantukan 
di 
lingkungannya 
yang 
menduduki 
jabatan 

 

  - Eselon I - Hudis Ringan 
Sedang dan 
Berat (a) 

  - Fungsional 
tertentu jenjang 
utama 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a), (b) 
dan c 

  - Fungsional umum 
golongan ruang 
IV/d dan IV/e 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a),  
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

  - Eselon II dan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Madya 

- Hudis Sedang 
dan Berat 
huruf (a),(b) 
dan (c) 

  - Fungsional umum 
IV/a, IV/b dan IV/c 

- Hudis Sedang 
dan Berat (a) 

  - Eselon III ke 
bawah dan 
fungsional 
tertentu jenjang 
muda dan 
penyelia ke 
bawah 

- Hudis Sedang 
dan Berat 
huruf (a),(b) 
dan (c 

  - Fungsional 
umum III/d ke 
bawah 

- Hudis Sedang 
(c)dan Berat 
(a) 

  d. PNS yang 
dipekerjakan ke 
luar instansi 
induk yang 
menduduki 
jabatan 

-  

  - Eselon I - Hudis Sedang 
dan Berat (a) 

  - Eselon II  ke 
bawah dan 
fungsional 
tertentu jenjang 
utama ke 
bawah 

- Hudis Sedang 
dan Berat (a), 
(d) dan (e) 

  - Fungsional 
umum golongan 
ruang IV/e ke 
bawah 

- Hudis Sedang 
dan Berat (a), 
(d) dan (e) 

  e. PNS 
diperbantukan 
Eselon II ke 
bawah dan 
jabatan 

- Hudis Berat 
(d) dan (e) 
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

Fungsional 
tertentu jenjang 
utama ke bawah 
dan jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang 
IV/e ke bawah 

  f. PNS dipekerjakan 
/diperbantukan 
pada perwakilan 
RI di luar negeri 
 

- Hudis Sedang 
dan Berat (a), 
(d) dan (e) 

  g. PNS 
diperbantukan/ 
dipekerjakan 
pada negara lain 
atau badan 
internasional atau 
tugas di luar 
negeri 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a, (d), 
dan (e) 

2. Eselon I A.1.Eselon II, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Madya, 
fungsional 
umum golongan 
ruang IV/a s/d 
IV/c 

- Hudis Ringan 

  A.2. Eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, 
fungsional 
umum golongan 
ruang III/b s/d 
III/d 

 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 



 27 

No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

  B. PNS dipekerjakan 
/ diperbantukan di 
lingkungannya 
jabatan eselon II, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Madya, 
fungsional umum 
golongan ruang 
IV/a s/d IV/C 

- Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
jabatan eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, 
fungsional umum 
III/b s/d III/d 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 

3. Eselon II A.1.Eselon III, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, 
fungsional 
umum golongan 
ruang III/c dan 
III/d 

- Hudis Ringan 

  A.2. Eselon IV, 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksana 
Lanjutan, 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/c s/d 
III/b 

- Hudis Sedang 
(a),(b) 
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

  B.  PNS dikerjakan/ 
diperbantukan 
jabatan Eselon 
III, fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan 
Penyelia, 
jabatan 
fungsional 
umum III/c s/d 
III/d 

 

- Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
Eselon IV, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksana 
Lanjutan, 
jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/c s/d III 

 

4 Esel
on 
III 

A.1 Eselon IV, 
jabaan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksana 
Lanjutan, 
jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/c s/d 
III/b 

 

- Hudis Ringan 
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

  A.2 Eselon V, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula, jabaan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/a s/d 
II/b 

- Hudis Sedang  
(a) dan (b) 

  B. PNS 
dipekerjakan/ 
diperbantukan 
Eselon IV, 
jabatan 
fungsional  
tertentu jenjang 
Pertama dan 
Pelaksana 
Lanjutan, 
jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/c s/d 
III/b 

- Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan 
Eselon V, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/a s/d 
II/b. 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

5 Eselon IV 
dan pejabat 
yang setara 

A.1.Eselon V, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/a s/d 
II/b 

- Hudis Ringan 

  A.2.Jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

Hudis Sedang 
(a) dan (b) 

  B. PNS 
dipekerjakan 
/diperbantukan 
Eselon V, 
jabatan 
fungsional 
tertentu jenjang 
Pelaksana dan 
Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang II/a s/d 
II/b 

 

- Hudis Ringan 

  C. PNS 
diperbantukan, 
jabatan 
fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 

6 Eselon V dan 
Pejabat yang 
Setara 

A. Jabatan 

fungsional 

umum I/a s/d 

- Hudis Ringan 
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No 
Pejabat yang 
berwenang 

Hukuman Disiplin (Hudis) 

Bagi 
PNS/Pejabat 

Tingkat/Jenis 

I/d. 

B. PNS 
dipekerjakan/di
perbantukan 
jabatan 
fungsional 
umum I/a s/d I/d 

 

- Hudis Ringan  
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GUBERNUR  

No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

1 Gubernur  - PNS Daerah 
Kabupaten/Kota dan  
PNS Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
dipekerjakan/diperbantuk
an pada 
Kabupaten/Kotalain 
dalam satu provinsi yang 
menduduki jabatan 
Sekda 

- Hudis 
Berat (b), 
(c), (d) dan 
(e) 

  - PNS Pusat, PNS Daerah 
Prov. Dan PNS Daerah  
Kab/Kota  dari  Prov. 
Lain yang 
dipekerjakan/yang 
diperbantukan pada 
Kab/Kota di  provinsinya 
yang menduduki jabatan 
Sekda 

- Hudis 
Berat (b), 
(c) 

 

Instansi Daerah Kabupaten/Kota 

No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

1 PPK 
Daerah 
Kab/Kota 

a. PNS yang menduduki 
Jabatan  

- Sekda  

 
- Hudis Ringan, 

Hudis Sedang, 
Hudis Berat 
huruf (a)
  

  - Fungsional tertentu 
jenjang Utama  

- Hudis ringan, 
Hudis Sedang, 
Hudis Berat 
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No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

  - Fungsional Umum 
Golongan IV/d, IV/e 

- Hudis Ringan, 
Hudis Sedang, 
Hudis Berat  

  - Eselon II dan 
Fungsional Tertentu 
jenjang Madya dan 
Penyelia 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat  

  - Fungsional umum 
golongan IV/a, IV/b 
dan IV/c 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat huruf (a), 
(d) dan (e) 

  - Struktural Eselon III 
ke bawah, fungsional 

tertentu jenjang Muda 
dan Penyelia  ke 
bawah 

- Hudis 
Sedang dan 
Berat 

  - Fungsional umum III/c 
dan III/d 

- Hudis Sedang 
dan Berat (a), 
(d), dan € 

  - Fungsional umum III/b 
ke bawah 

- Hudis Sedang 
huruf (c) dan 
Berat (a), (d), 
dan (e) 

  b. PNS yang 
dipekerjakan di 
lingkungannnya  

 

  - Sekda Kab/Kota - Hudis Ringan 

  - Fungsional tertentu 
jenjang Utama  

- Hudis Ringan 
dan Berat (b), 
(c) 

  - Fungsional umum IV/d 
dan IV/e 

- Hudis Ringan 

  - Eselon II ke bawah dan 
fungsional tertentu 
jenjang Madya dan 
Penyelia ke bawah 

 
 

- Hudis Ringan, 
Hudis Berat 
huruf (b) dan 
(c)  
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No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

  c. PNS yang 
diperbantukan di 
lingkungan yang 
menduduki jabatan 

 

 

  - Sekda Kab/Kota - Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a) 

  - Fungsional tertentu 
jenjang Utama  

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a), (b) 
dan (c) 

  - Fungsional umum 
golongan ruang IV/a 
sampai IV/e 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a) 

  - Eselon II dan 
fungsional tertentu 
jenjang  Madya  

- Hudis ringan, 
Sedang dan 
Berat huruf 
(a), (b) dan 
(c) 

  - Eselon III ke bawah 
dan fungsional tertentu 
Jenjang Muda dan 
Penyelia ke bawah  

- Hudis Sedang 
dan Berat (a), 
(b) dan (c) 

  - Fungsional umum III/c 
dan III/d 

- Hudis Sedang 
dan Berat (a) 

  d. PNS yang 
dipekerjakan di luar         
instansi induk yang 
menduduki jabatan 

 

  - Eselon II ke bawah dan 
fungsional tertentu 
jenjang Utama ke 
bawah  

- Hudis Sedang 
dan Berat 
(a),(d) dan (e) 

  - Fungsional umum 
golongan ruang IV/e ke 
bawah  

- Hudis Sedang 
dan Berat 
(a),(d) dan (e) 
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No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

  e.  PNS diperbantukan 
Eselon II ke bawah dan 
jabatan fungsional 
tertentu jenjang Utama 
ke bawah dan jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang IV/e ke 
bawah 

- Hudis Berat (d) 
dan (e) 

  f. PNS dipekerjakan 
/diperbantukan pada 
perwakilan RI di luar 
negeri 

- Hudis Sedang 
dan Berat 
(a),(d) dan (e 

  g. PNS diperbantukan / 
dipekerjakan pada 
negara lain atau badan 
internasional atau 
tugas di luar negeri 

- Hudis Ringan, 
Sedang dan 
Berat (a), (d) 
dan (e) 

2. Sekda 
Kabupaten
/Kota 

A.1. Eselon II - Hudis Ringan 

  A.2.  Eselon III, 
fungsional tertentu 
jenjang Muda dan 
Penyelia, 
fungsional umum 
Golru III/c dan III/d 

- Hudis Ringan 

  A.3.  Eselon IV, 
fungsional tertentu 
jenjang Pertama 
dan Pelaksana 
Lanjutan, dan 
fungsional umum 
II/c sampai III/b 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 

  B.  PNS dipekerjakan/ 
diperbantukan di 
lingkungannya 
jabatan Eselon III, 
Fungsional tertentu 
jenjang Muda dan 

- Hudis Ringan 
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No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

Penyelia, fungsional 
umum golongan 
ruang IIIc dan IIId 

 
 
 

  C.  PNS diperbantukan 
Jab Eselon IV, 
fungsional tertentu 
jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lnjutan, 
fungsional umum IIc 
s/d III/b 

- Hudis Sedang 
(a)dan (b) 

3. Eselon II A.1. Eselon III, fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan Penyelia, 
fungsional umum 
golongan ruang III/c 
dan III/d 

- Hudis Ringan 

  A.2. Eselon IV, 
fungsional tertentu 
jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lanjutan, 
fungsional umum 
golongan ruang II/c 
s/d III/b 

- Hudis Sedang 
(a), (b) 

  B. PNS dipekerjakan/ 
diperbantukan Jab 
Eselon III, fungsional 
tertentu jenjang 
Muda dan Penyelia, 
jabatan fungsional 
III/c s/d III/d 

- Hudis Ringan 

  C.  PNS diperbantukan 
Eselon IV, jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lanjutan, 
jabatan fungsional 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 
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No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

umum golongan 
ruang II/c s/d III/b 

4. Eselon III A.1. Eselon IV, jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lanjutan, 
jabatan fungsional 
umum golongan 
ruang II/c s/d III/b 

- Hudis Ringan 

  A.2. Eselon V, jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Pelaksana 
dan Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional umum  
golongan ruang II/a 
s/d II/b 

 

  B. PNS dipekerjakan / 
diperbantukan 
Eselon IV, jabatan 
fungsiosnal tertentu 
jenjang Pertama dan 
Pelaksana Lanjutan, 
jabatan fungsional 
umum golongan 
ruang II/c s/d III/b 

- Hudis ringan 

  C.  PNS diperbantukan 
Eselon V, jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Pelaksana 
dan Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang II/a 
s/d II/b 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 

5. Eselon IV 
dan 
pejabat 
yang 

A.1. Eselon V, jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Pelaksana 
dan Pelaksana 

- Hudis Ringan 
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No. Pejabat 
yang 
berwenang 
menghukum 

Hukuman Disiplin (Hudis)  

Bagi PNS/Pejabat Tingkat/Jenis 

setara Pemula jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang II/a 
s/d II/b 

  A.2. jabatan fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

 

- Hudis Sedang 
(a) dan (b) 

  B. PNS dipekerjakan/ 
diperbantukan 
Eselon V, jabatan 
fungsional tertentu 
jenjang Pelaksana 
dan Pelaksana 
Pemula, jabatan 
fungsional umum 
golongan ruang II/a 
s/d II/b 

- Hudis Ringan 

  C. PNS diperbantukan, 
jabatan fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

- Hudis Sedang 
(a) dan(b) 

6 Eselon V 
dan 
Pejabat 
yang 
Setara 

A. Jabatan fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

- Hudis Ringan 

  B. PNS dipekerjakan / 
diperbantukan 
jabatan fungsional 
umum golongan 
ruang I/a s/d I/d 

- Hudis Ringan 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

KEWAJIBAN  MENGHUKUM 

 
1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan 

hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran disiplin 

2. Apabila Pejabat yang bewenang menghukum tidak 

menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut 

dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. 

3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah hukuman yang 

seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran. 

 

 

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum 
maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi 
kewenangan pejabat yang lebih tinggi. 
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ALUR PEMANGGILAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN 

DISIPLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERIKSAAN 

TERHADAP 

PNS YANG 

DIDUGA 

MELANGGAR  

PEMANGGILAN I 

SECARA TERTULIS 

OLEH ATASAN 

LANGSUNG   

HADIR  TIDAK 

HADIR  

PEMERIKSA

AN  

PEMANGGILA

N II 

HADIR  TIDAK 

HADIR  

PEMERIKSA

AN  

PENJATUHAN HUKUMAN 
OLEH PEJABAT YANG 

BERWENANG 
BERDASARKAN ALAT 

BUKTI & KETERANGAN 
YANG ADA  

7 hari 

kerja 

7 hari 

kerja 
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ALUR PEMANGGILAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATASAN LANGSUNG/ TIM 

PEMERIKSA MEMPELAJARI 

LAYANAN DOKUMEN 

PEMERIKSAAN OLEH ATASAN 

LANGSUNG/ TIM PEMERIKSA 

(secara TERTUTUP)  

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

(BAP) 

PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN 
DISEBUT JENIS 

PELANGGARAN YANG 

DILAKUKAN  

 

- Apabila yang terperiksa mempersulit, 
maka tidak menjadi penghalang 
untu dilanjutkan pemeriksaan  

- Apabila pelanggran disiplin mengarah 
hukuman sedang dan berat, maka 
Pejabat yang ditunjuk membentuk 
Tim Pemeriksa 

- Susunan Tim Pemeriksa: Ketua, 
Sekretaris, dengan minimal 1 
orang anggota 

- Apabila atas langsung terlibat juga 
dalam pelanggran, maka yang 
menjadi anggota Tim Pemeriksa 
adalah atasan yang lebih tinggi 

- Apabila diperlukan dalam pemeriksaan, 
dapat meminta keterangan dari 
orang lain 

- Berita Acara ditandatangani oleh atasan 
langsung/tim pemeriksa dan PNS 
yang diperiksa  

- Apabila PNS yang diperiksa tidak 
bersedia menandatangani, maka 
cukup ditandatangani oleh Tim 
Pemeriksa dengan memberikan 
catatan dalam BAP tersebut 

- PNS yang telah diperiksa berhak 
mendapat foto kopi BAP 
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PEMERIKSAAN 

A. Persiapan 

Pejabat yang berwenang menghukum memeriksa dan mempelajari 

kelengkapan laporan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

Pembentukan tim pemeriksa: dilakukan apabila diduga melakukan 

pelanggaran disiplin yang yang ancaman hukumannya tergolong jenis 

hukuman disiplin tingkat sedang dana atau berat. 

B. Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Pemeriksaan 

dilakukan secara tertutup. 

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP 

 
C. Penyusunan Berita Acara 

BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa 

Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani maka BAP 

tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman 

disiplin 

Untuk memperkuat berita acara pemeriksaan dan sebagai bahan bukti 

dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan 

menggunakan media perekam selama berlangsungnya pemeriksaan. 

Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat 

meminta keterangan mengenai pelanggaran disiplin itu dari pihak lain. Hal 

tersebut bertujuan untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas. 

PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan. 
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PENJATUHAN HUKUMAN 

A.    Pertimbangan 

Mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, 
serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-
faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS 
melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin 
yang akan dijatuhkan harus disesuaikan dengan 
pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat diterima 
oleh rasa keadilan. 

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata 

melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya 

dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang 

terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran 

yang dilakukan. 

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian 
melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, 
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari 
hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. 

B.    Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Penjatuhan hukuman disiplin ditetap kandalam 
keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum 
sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam Keputusan hukuman disiplin harus 
menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang 
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

 

PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN 

- PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus 

dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 

yang dilakukan 

- Apabila tidak terdapat pejabat yang berwewenang 

menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman 

disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi 

- PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan 

beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat  

dijatuhi 1 (satu) hukuman disiplin yang terberat 

- PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian 

melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, 

kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari 

hukuman disiplin yang terakhir, kecuali untuk ketentuan 

hukuman masuk kerja dan menaati jam kerja. 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN 

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga 

melakukan pelanggaran disiplin & kemudian akan dijatuhi 

hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari 

tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan 

diperiksa. 

 

PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN 

- Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan 

keputusan pejabat yang berwenang menghukum. 

- Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang 

berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk 

kepada PNS yang bersangkutan serta tembusananya 

disampaikan kepada pejabat instansi terkait 

- Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling 

lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan 

- Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada saat 

penyampaian keputusan hukum disiplin, keputusan dikirim 

kepada yang bersangkutan. 
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UPAYA ADMINISTRATIF 

Upaya administrasi terdiri dari keberatan dan 

banding administratif 

 Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Keberatan 

Administratif: 

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh 

pejabat struktural eselon selain Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan pejabat yang setara kebawah, 

berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 

1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat 

selama 1 (satu) tahun. 

 Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Banding 

Administratif: 

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri dan atau pemberhentian tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 
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PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEBERATAN 

Terhadap Keputusan 

hukuman disiplin berupa 

penundaan kenaikan gaji 

berkala selama 1 (satu) 

tahun dan penundaan 

kenaikan pangkat selama 1 

(satu) tahun yang dijatuhkan 

oleh pejabat struktural 

eselon I selain Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan 

pejabat yangsetarake 

bawah: 

diajukandalamjangkawaktu 

14(empatbelas)hari 
terhitungmulaitanggal 

menerimakeputusan 

hukumandisiplin. 

diajukansecaratertulis 

denganmemuatalasan 

keberatan. 

 

ATASAN PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGHUKUM 

 Diajukan kepada atasan pejabat yang 
berwenang menghukum. 

 Wajib mengambil keputusan atas 
keberatan yang diajukan oleh PNS 
yang bersangkutan dalam jangka 
waktu 21 hari kerja terhitung mulai 
tanggal yang bersangkutan 
menerima surat keberatan. 

 Apabila dalam waktu lebih dari 21 
hari kerja tidak mengambil 
keputusan atas keberatan, maka 
keputusan pejabat yang berwenang 
menghukumbataldemihukum 

PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGHUKUM 

- Ditembuskan kepada pejabat yang 
berwenang menghukum. 

- Wajib menyampaikannya kepada 
atasan pejabat yang berwenang 
menghukum secara hirarkhi dalam 
jangka waktu 6 hari kerja terhitung 
mulai tanggal ia menerima surat 
tembusan, disertai dengan: 
 Surat tanggapan secara tertulis 

atas keberatan tersebut; 
 Berita Acara Pemeriksaan; dan 
 SuratKeputusanHukumanDisipli

nkeberatan. 

Apabila dalam jangka waktu 6 hari tidak 
memberikan tanggapan atas keberatan maka 
atasan pejabat yang berwenang menghukum 
mengambil keputusan berdasarkan data yang 

ada 
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PROSEDUR PENGAJUAN BANDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BANDING 
Terhadap keputusan 

hukuman disiplin berupa 

pemberhentian dengan 
hormat tidak atas 
permintaan sendiri dan atau   
pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS 
yang dijatuhkan oleh 
Pejabat Pembina 
Kepegawaian: 

 Dibuat secara tertulis, 
didalamnya memuat 
alasan- alasan dari 
keberatannya secara 
lengkap. Sudah diajukan 
dalam jangka waktu 14 
hari terhitung mulai 
tanggal menerima 
keputusan 

 

PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGHUKUM 
Wajib menerima surat banding 
administratif atas penjatuhan 
hukuman disiplin, dan 
menyampaikannya kepada 
Badan Pertimbangan 
Kepegawaian secara hirarki 
dalam jangka waktu 3 hari kerja 
terhitung mulai tanggal ia 
menerima surat banding 
tersebut, disertai dengan: 
- Surat tanggapan secara 

tertulis atas keberatan 
tersebut; 

- Berita Acara Pemeriksaan; 
- Surat Keputusan Hukuman 

Disiplin. 
 

B

A

P 

E

K 
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BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN 

JENIS HUKUMAN DISIPLIN MASABERLAKU 

A. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh: 
1)  Presiden 
2)  Pejabat Pembina Kepegawaian, 

berupa : 
 Teguran Lisan 

 Teguran Tertulis 
 Pernyataan tidak puas secara 

tertulis 
 Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 

selama 1 (satu) tahun 
 Penurunan Gaji 
 Penundaan Kenaikan Pangkat 

selama 1 (satu) tahun 
 Penurunan Pangkat setingkat 

lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun 

 Penurunan Pangkat setingkat 
lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun 

 Pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah 

 Pembebasan dari jabatan 
3)  Pejabat yang berwenang 

menghukum, berupa: tegoranlisan, 
tegorantertulis danpernyataan 
tidakpuas secaratertulis. 

 

 
 
 

 
 
 
 

B. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan 
oleh Pejabat selain sebagaimana yang 
dimaksud pada poin A diatas, apabila: 

1. tidak diajukan keberatan. 
 

2. diajukan keberatan 

 
 
 

1. berlaku pada hari ke 15 
(lima belas) setelah 
keputusan tersebut 
diterima. 

2. berlaku pada tanggal 
ditetapkannya 
keputusanataskeberatan 
tersebut. 

C. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan 
oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian/Gubernur berupa: 
Pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri sebagai PNS 
dan Pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai PNS, apabila: 

 
1. tidak diajukan banding administratif 
 
2. diajukan banding administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  berlaku pada hari ke 15 

(lima belas) setelah 
keputusan tersebut 
diterima. 

2.  berlaku pada tanggal 
ditetapkannya 
keputusan banding 
administratif tersebut. 

Berlaku 
sejak 

tanggal 
keputusan 
ditetapkan 
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PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 

a. Keputusan hukuman disiplin didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian 

di instansi yang bersangkutan. 
b. Dokumen keputusan hukuman disiplin tersebut di atas digunakan sebagai salah  

satu  bahan  penilaian  dalam  pembinaan  PNS  yang bersangkutan. 

 



 50 

1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

KESIMPULAN 

 

Sumber Daya Manusia  Aparatur menjadi garda terdepan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Sumber Daya Manusia Aparatur 

yang berkualitas tentu akan berdampak pada pelayanan publik 

yang  lebih berkualitas sebagai wujud menghadirkan  negara di 

tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi  

suatu keharusan bagi PNS untuk memahami Peraturan  

pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terutama dalam 

implementaisnya sebagai bentuk pengawasan melekat (waskat) 

secara berjenjang. Salah satu faktor penghambat dalam upaya 

meningkatkan disiplin PNS adalah individu itu sendiri dalam 

melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku terkadang tidak 

mengindahkan peraturan tersebut. Untuk mengatasi faktor 

penghambat dalam peningkatan disiplin kerja PNS adalah 

dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan, 

dimana sebagai pemimpin harus dapat menjalankan fungsi 

kepemimpinannya agar para pegawainya tidak melanggar aturan-

aturan atau ketentuan-ketnetuan kedinasan yang telah dibuat 

atau disepakati, pimpinan diharapkan mampu mendorong, 

membina dan mengembangkan disiplin dan produktivitas kerja 

para pegawainya sehingga terwujud lingkungan kerja yang 

kondusif dan tujuan organisasi dapat  dicapai secara lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diperhatikan beberapa 

hal baik oleh PNS maupun oleh Pejabat Struktural: 

1. Penegakan disiplin PNS maupun pejabat struktural perlu  

memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

sebagai pedoman bagi PNS dalam mentaati ketentuan 

disiplin PNS,  dapat memahami dan mengerti dengan mudah 

akan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sanksi yang 

akan diimplementasi  terhadap pelanggaran yang dilakukan. 

2. Sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang 

menghukum dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman 

disiplin pegawai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan 

secara seragam, tertib dan lancar. 

3. Sebagai pedman untuk meminimalkan pelanggaran terhadap 

ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga dibuat dengan 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 

 

buku panduan yang memuat tata cara atau langkah-langkah 

yang harus ditempouh maupun sistematikanya serta dapat 

dipergunakan bagi PNS dalam melaksanakan tugas di unit 

kerja. 

4. Sebagai pedman bagi PNS dalam melaksanakan 

kegiatannya di unit kerja apabila ada masalah pelanggaran 

kedisiplinan tanpa harus tergantung pada seseorang, 

sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja 

tidak tertunda atau terhambat. 

5. Sebagai pedman bagi setiap PNS agar memiliki sikap mental 

dan perilaku etis, bermoral, berdisiplin, bertanggungjawab, 

produktif dan profesional sehingga disiplin dapat  

ditingkatkan, terwujudnya  PNS sebagai aparatur pemerintah 

yang berish, berwibawa dan berdisiplin tinggi serta 

terbangunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap 

aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat yang memusakan segala daya dan tenaganya 

untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan 

Buku Panduan ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih 

banyak kekurangannya sehingga sangat diperlukan saran, 

masukan dan ide-ide berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat 

dan dapat diimplementasikan sehingga kompetensi PNS di Kota 

Denpasar dapat terlaksana secara merata. 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 
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penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 
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jabatan 
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puas secara 
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tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 
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lebih rendah 
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e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 
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1. Hukuman disiplin 

ringan terdiri dari 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pernyataan tidak 

puas secara 

tertulis 

2. Hukuman disiplin 

sedang terdiri dari: 

a. Penundaan 

kenaikan gaji 

berkala selama 1 

tahun 

b. Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 tahun 

c. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama satu 

tahun 

3. Hukuman disiplin 

berat terdiri dari: 

a. Penurunan 

pangkat setingkat 

lebih rendah 

selama 3 tahun 

b. Pemindahan 

dalam rangka  

penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

c. Pembebasan dari 

jabatan 

d. Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan 

sendiri sebagai 

PNS 

e. Pemberhentian 

tidak dengan 

hormat sebagai 

PNS 
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